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PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bgi.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim
menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:
Pemohon, tempat kediaman di Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah,
selanjutnya disebut Pemohon;
melawan,

Termohon, tempat kediaman di Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah,

selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal

13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai

pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor

17/Pdt.G/2022/PA.Bgi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1999, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten
Banggai Laut, sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : xxx/36/X1/1999, tertanggal 24 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 22 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak
yang bernama :

a. Anak |, usia 10 tahun;
b. Anak Il, usia 1 Tahun ;
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3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sejak September 2021 hubungan antara Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan
pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon suka marah-marah
karena menduga Pemohon Selingkuh dan tidak memberikan kewajiban
sebagai seorang istri;

b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 07 Desember
2021 Termohon melakukan pertengkaran dengan warga Desa Sobonon
karena termohon menduga Pemohon telah berselingkuh dan pada saat
itu juga Termohon mengusir Pemohon dari rumah Pemohon dan
Termohon;

c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di
persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali seperti
sediakala dengan Termohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat
berdamai kembali dengan Termohon dan kembali berupaya untuk rukun
dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan akan
mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena
Pemohon maka Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh
Pemohon termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, Pemohon berdomisili dalam Kabupaten Banggai Laut,
maka Pengadilan Agama Banggai berwewenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, sebagai mana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Pemohon secara resmi di persidangan
menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Hakim berkesimpulan
pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena pencabutan
tersebut dilakukan Pemohon dengan alasan Pemohon masih akan berupaya
kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung,
Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon;

- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh
dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan
sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember
1985, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut
permohonannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon
dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak
perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan
dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv), maka perkara Nomor
17/Pdt.G/2022/PA.Bgi, yang diajukan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50Tahun
2009;
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Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Bgi, dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di dijatuhkan di Banggai pada hari Selasa, tanggal 8
Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh
Maijelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, Mohamad Adam, S.H.l., sebagai
Ketua Majelis, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Rudi Hartono, S.H.l., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

Mohamad Adam, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.l., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Proses Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 590.000,00
4  Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 735.000,00
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Terbilang : (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
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